I TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partisipasi

Partisipasi berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu participation yang artinya ikut
serta. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi berarti
keikutsertaan atau peran aktif dalam suatu kegiatan. Dalam kamus sosiologi
disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam
kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar
pekerjaan atau profesinya sendiri Theresia (2015). Secara umum, partisipasi adalah
kesediaan seseorang secara sukarela untuk ikut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
Pengertian lain mendefinisikan partisipasi yaitu keterlibatan atas mental, waktu dan
pikiran seseorang terhadap suatu kelompok yang memiliki tujuan yang sama.
(Andriani, 2018)

Sehingga, partisipasi gabungan kelompok tani dapat diartikan sebagai
keikutsertaan para petani yang tergabung kelompok-kelompok tani secara sukarela
untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan. Partisipasi berkaitan erat
bagi proses pembangunan dan pemberdayaan. Adanya partisipasi ini akan
menimbulkan komunikasi yang terjalin secara dua arah antara masyarakat dengan
pemerintah selaku pembuat program dan kebijakan.

Faktor-Faktor penentu partisipasi masyarakat menurut Madrie yang dikutip oleh
Rika S.Sitompul yaitu:
1. Faktor lingkungan, meliputi sumber informasi, dan pengalaman petani
2. Faktor individu masyarakat, meliputi tujuan usahataninya, dan keberanian
mengambil resiko.

Faktor-faktor partisipasi menurut Sastropoetro yakni status sosial, kegiatan-
kegiatan dalam program yang akan diikuti dan keadaan alam atau lingkungan yang
ada disekitarnya sehingga faktor-faktor partisipasi petani dapat dikelompokkan
menjadi dua, yakni:

1. Faktor Internal

Faktor-faktor jenis ini mempengaruhi pertisipasi dari dalam diri petani atau

kelompok-kelompok tani itu sendiri. Contohnya seperti umur, jenis kelamin,

pengetahuan, pengalaman usahatani serta pendapatan yang diperoleh masing-

masing individu.



2. Faktor Eksternal
Faktor ini dipengaruhi oleh pihak-pihak diluar diri petani yang mempunyai
pengaruh terhadap program ini. Contohnya seperti luas lahan yang dimiliki para
petani, iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, serta kesempatan berpartisi.
Selain itu, faktor lainnya yang sering menjadi perhitungan para petani untuk
berpartisipasi adalah perhitungan untung-rugi ketika mengikuti sebuah program
maupun hal-hal baru yang ditawarkan. Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh
Totok Mardikanto adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota
masyarakat dalam suatu kegiatan. Menurut Totok Mardikanto dalam kamus
Sosiologi Bomby mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil
bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan
untuk memperoleh manfaat, menurut kamus sosiologi tersebut bahwa partisipasi
merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil
bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.
Menurut Totok Mardikanto (1990), munculnya paradigma pembangunan yang
partisipatif mengidentifikasikan adanya beberapa perspektif yaitu:
1. Pelibatan masyarakat setempat (masyarakat miskin, perempuan) dalam
sosialisasi, perencanaan;
2. Pelibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program atau proyek yang
mewarnai hidup mereka;
3. Melibatkan masyarakat setempat dalam pengendalian, pelestarian agar program
atau proyek dapat dikendalikan atau sustainable.
Totok Mardikanto (1990) menjelaskan bahwa untuk menumbuh kembangkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Menyadarkan masyarakat agar mau berpartisipasi secara sukarela bukan karena
paksaan atau ancaman;
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu (fisik, mental,
intelegensia, ekonomis, dan non ekonomis); dan
3. Menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk

berpartisipasi.



2.1.2 Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi adalah kontak dengan pihak lain, memberikan tanggapan
terhadap informasi dan pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan dan
pengembangan, serta penilaian. Menurut Subrata (Muslikh, 2012) Partisipasi
masyarakat berperan penting dalam pembangunan terutama pada era globalisasi
sekarang ini yang semakin memiliki nilai strategis. Partisipasi masyarakat
merupakan jembatan penghubung antara pemegang otoritas baik di pemerintahan
atau lembaga publik dengan masyarakat dalam mengimplementasikan kewenangan
dan kebijakan. Hal itu dikarenakan masyarakat memiliki hak politik, sipil, dan
sosial ekonomi masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan konsep yang penting, sebab salah satu
indikator keberhasilan program pembangunan diukur dari ada tidaknya partisipasi
masyarakat. Dengan adanya partisipasi kedudukan masyarakat menjadi meningkat.
Masyarakat tidak berada dalam posisi sebagai pihak yang dijadikan obyek dalam
pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan publik.

Masyarakat harus selalu dilibatkan dalam penetapan kebijakan maupun dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut.

Bentuk partisipasi menurut Effendi (2011) yang dikutip oleh Siti Irene
Astuti D, terbagi atas:

1. Partisipasi Vertikal
Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat
atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan
dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau Klien.
Artinya partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan
pemerintah, dalam hubungan di mana masyarakat berada pada posisi sebagai
pengikut atau Klien.

2. Partisipasi Horizontal
Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota
atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.
Artinya adalah partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, di
mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan

secara bersama suatu kegiatan pembangunan.



2.1.3 Indikator Partisipasi
Menurut pendapat Cohen dan Uphoff indikator partisipasi masyarakat yaitu:

1. Tingkat kehadiran dalam pertemuan, dimana tingkat Kehadiran ini merupakan
sejumlah waktu — jam dimana seorang pekerja atau petani untuk ikut hadir
dalam bersosialisasi/ rapat. Dimana bagi sebuah perusahaan atau program
sangat penting mengetahui kapan dan seberapa banyak peserta petani yang
datang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Diperlukan turut serta dari
partisipasi petani dalam mendukung program asuransi pertanian.

2. Keaktifan dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat, Dimana
diskusi merupakan suatu kegiatan pemecahan masalah dengan jalan
musyawarah untuk mencapai kesepakatan pendapat. Seperti halnya petani
ketika sedang dalam sosialisasi program petani ikut aktif dalam berdiskusi
mengenai program yang disampaikan oleh PPL, petani aktif dalam bertanya dan
menyampaikan pendapat mereka sendiri.

3. Kesediaan untuk membayar premi, dimana dalam pelaksanaanya pemerintah
memberikan bantuan subsidi premi sebesar 80% atau Rp. 36.000/Ha/MT dari
total premi sebesar Rp. 180.000/Ha/MT kepada petani. Contohnya petani yang
mengikuti program AUTP bersedia untuk membayar premi dengan jumlah
Rp.36.000/ ha dengan keuntungan yang didapatkan yaitu ketika petani gagal
panen mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000-.

Partisipasi petani pada program asuransi usahatani padi dapat dilihat dari tiga
indikator, yaitu tingkat kehadiran dalam pertemuan, keaktifan dalam berdiskusi dan
menyampaikan pendapat, dan kesediaan untuk membayar. Untuk mengetahui
tingkat partisipasi petani dalam kegiatan kelompok tani digunakan analisis
deskriptif 8 tangga tingkatan partisipasi.

Jumlah responden yang diteliti adalah 37 petani, maka skor minimum untuk
tingkat partisipasi kelompok adalah 37x3=111 dan skor maksimumnya adalah
37x24=888. setelah diketahui skor minimum dan skor maksimum, maka jarak
intervalnya adalah (888-111)/8=97. Dengan demikian dapat diketahui tingkat
partisipasi kelompok, yaitu: dengan panjang interval untuk setiap tingkatan
partisipasi dapat dilihat pada tabel 1sebagai berikut:



Tabel 1. Skor Tingkat Partisipasi

No Tingkat Partisipasi Skor

1  Tingkat partisipasi manipulation (111<Q<208)
2 Tingkat partisipasi therapy (208 < Q < 305)
3 Tingkat partisipasi informing (305 <Q <402)
4 Tingkat partisipasi consultation (402 <Q <499)
5 Tingkat partisipasi placation (499 < Q < 596)
6 Tingkat partisipasi parthership (596 <Q <693)
7  Tingkat partisipasi delegated power (693 <Q < 790)
8 Tingkat partisipasi citizen control (790 <Q < 888)

Keterangan: Q adalah nilai yang dicapai
1.1.4 Kategori Tingkat Partisipasi

Adanya indikator partisipasi dapat menghasilkan kesimpulan mengenai
tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan maupun program yang
diadakan. Menurut Arnstein (1969), terdapat delapan tingkatan dalam partisipasi
masyarakat, yaitu sebagai berikut:
1. Manipulasi (Manipulation)

Manipulation merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah dan sebagai
tangga pertama dari delapan anak tangga partisipasi. Pada tingkatan ini pemerintah
membuat program pembangunan kemudian membentuk komite (Badan Penasehat)
untuk mendukung pemerintah. Dengan dibentuknya komite tersebut, pemerintah
memanipulasi masyarakat sehingga munculnya anggapan bahwa program tersebut
sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya dijadikan
kendaraan oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan tidak adanya peran serta
masyarakat.

2. Terapi (Therapy)

Therapy merupakan tangga kedua. Pada tingkatan ini, terapi digunakan untuk
merawat atau menyembuhkan penyakit masyarakat akibat adanya kesenjangan
antara masyarakat kaya dan miskin ataupun kesenjangan kekuasaan dan
kesenjangan ras yang telah menjadi penyakit di masyarakat. Pada tingkat ini,
pemerintah membuat berbagai program pemerintah yang hanya bertujuan untuk

mengubah pola pikir masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi



sebagai upaya untuk mengobati masalah-masalah psikologis masyarakat seperti
halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerless), tidak percaya diri dan
perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

3. Pemberian Informasi (Informing)

Informing merupakan tangga ketiga. Tingkatan ini merupakan transisi antara
non participation dengan tekonism. Pada tingkatan ini terdapat 2 karakteristik yang
bercampuran, yaitu :

1. Pemerintah memberi informasi mengenai hak, tanggung jawab, dan
berbagai pilihan masyarakat, hal ini adalah langkah pertama menuju
partisipasi masyarakat.

2. Pemberian informasi hanya bersifat komunikasi satu arah (dari pemerintah
kepada masyarakat) berupa negosiasi terhadap rencana program yang akan
dilakukan, tanpa adanya umpan balik (feedback) dari masyarakat sehingga
kecil kemungkinan untuk mempengaruhi rencana program pembangunan
tersebut. Media massa, poster, pamflet dan tanggapan atas pertanyaan,
merupakan alat yang sering digunakan dalam komunikasi satu arah.

4. Konsultasi (Consultation)

Konsultasi merupakan tangga keempat. Pada tingkatan ini pemerintah memberi
informasi dan mengundang opini masyarakat. Tingkat ini merupakan tingkat yang
sah menuju tingkat partisipasi penuh. Komunikasi dua arah ini sifatnya tetap buatan
(artificial) karena tidak dijadikannya ide-ide dari masyarakat sebagai bahan
pertimbangan. Bentuk konsultasi masyarakat adalah survei tentang pola pikir
masyarakat, pertemuan antar tetangga, dan dengar pendapat publik. Di sini
partisipasi tetap menjadi sebuah ritual yang semu.

5. Perujukan (Placation)

Perujukan merupakan tangga kelima. Pada tingkat ini masyarakat sudah mulai
mempunyai pengaruh terhadap program pemerintah ini terbukti sudah adanya
keterlibatan masyarakat yang ikut menjadi anggota komite (Badan Kerjasama) yang
terdiri dari wakil-wakil dari instansi pemerintah, dengan kata lain pemerintah
membiarkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memberikan saran atau usul,

tetapi keputusan masih dipegang oleh elit kekuasaan. Hal ini disebabkan jumlah



masyarakat pada anggota komite masih terlalu sedikit dibanding dengan anggota
instansi pemerintah.
6. Kemitraan (Partnership)

Kemitraan merupakan tangga keenam. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki
kekuatan bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Pemerintah membagi
tanggung jawab dengan masyarakat terhadap perencanaan, pengambilan keputusan,
penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai permasalahan melalui badan
kerjasama. Setelah ada kesepakatan tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan
yang dilakukan secara sepihak.

7. Pelimpahan Kekuasaan (Delegated Power)

Delegated Power merupakan tangga ketujuh. Pada tingkat ini, masyarakat
diberi limpahan kekuasaan untuk membuat keputusan pada rencana atau program-
program pembangunan yang bermanfaat bagi mereka. Untuk memecahkan
permasalahan yang ada, pemerintah harus mengadakan tawar menawar
dibandingkan dengan memberi tekanan kepada masyarakat.

8. Pengawasan Masyarakat (Citizen Control)

Citizen Control merupakan tangga kedelapan dan merupakan tingkat partisipasi
tertinggi. Pada tingkat ini, masyarakat mempunyai kekuatan penuh untuk mengukur
program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.
Masyarakat mempunyai kewenangan penuh dibidang kebijaksanaan dan
masyarakat dapat langsung berhubungan dengan pihak-pihak luar untuk
mendapatkan bantuan atau pinjaman dana tanpa melalui perantara pihak ketiga.

Seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika
individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya,
bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. Adapun rasa
tangung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi, sebagaimana merupakan
aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk
berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan.

Menurut Hessel (2007) terkait merumuskan rasa tanggung jawab sebagai suatu
kualitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tatkala yang bersangkutan
secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui semua hal, menyerap suatu nilai,

atau menerima suatu tugas.



2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat
Partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Soetomo mengatakan
bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Faktor internal, menurut Slamet, untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari
dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan
kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan
oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan
penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan
tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya
menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan
pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

2. Faktor eksternal, menurut Sunarti, faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan
petaruh (stakeholder), yaitu dalam hal ini stakeholder yang mempunyai
kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus
desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator.
Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan,
atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

Angell (2010) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi
masyarakat yaitu:

1. Usia orang dengan usia menengah keatas cenderung lebih banyak berpartisipasi
dari pada kelompok usia lain;

2. Jenis kelamin kebiasaan dalam bangsa kita peranan perempuan hanya mengurus
rumah tangga sehingga hal ini mengakibatkan lelaki lebih banyak memiliki
waktu berpartisipasi dalam setiap program;

3. Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi;

4. Pekerjaan dan penghasilan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup
dapat mendorong untuk berpartisipasi; dan

5. Lamanya tinggal dan lamanya seseoarang tinggal serta lamanya seseorang
berinteraksi dengan lingkungan sekitar maka rasa memiliki terhadap

lingkungan cenderung lebih terlihat partisipasinya.



2.2. Asuransi Usahatani Padi (AUTP)

Asuransi atau dalam Bahasa Belanda “verzekering” memiliki arti
pertanggungan, dalam Bahasa hukum dan ekonomi, asuransi dapat diartikan
sebagai bentuk dari pengelolaan risiko yang digunakan untuk menghindar dari
berbagai risiko kerugian, kerusakan maupun kehilangan.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian pasal
1 ayat 1, pengertian asuransi yaitu “Perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang
mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan
menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada pihak
tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita
pihak tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan”.

Asuransi Usahatani Padi (AUTP) merupakan salah satu strategi kebijakan
perlindungan yang diberikan kepada petani khususnya petani padi yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenanganya masing-masing. Pelaksanaan asuransi pertanian sesuai Amanah
Undang-Undang No 19 Tahun 2013 pasal 37 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan kewenanganya berkewajiban
melindungi usahatani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”.
Menurut pasal 12 ayat 2, perlindungan petani diberikan kepada:

1. Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi
pada lahan paling luas 2 (dua) hektar;

2. Petani penggarap yang tidak memiliki lahan usahatani dan menggarap lahan
sawah paling luas 2 (dua) hektar; dan

3. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai ketentuan
peraturan perundang-undang.

Kebijakan merupakan serangkain rencana program, aktivitas, aksi, keputusan
atau sikap untuk bertindak maupun tidak yang dilakukan oleh para pihak sebagai
tahapan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Ramdhani, 2017).

Dalam suatu negara, kebijakan publik menjadi suatu bahasan yang tidak pernah



lepas dari kehidupan sehari-hari, baik dilingkungan masyarakat maupun
pemerintah. Pemerintah dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan, artinya pemerintah sebagai representasi dari masyarakat dalam
menjalankan kehidupan bernegara, sedangkan masyarakat sebagai objek yang harus
dilindungi di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi masyarakat agar tujuan suatu negara dapat tercapai.

Seperti halnya permasalahan yang dihadapi dalam sektor pertanian, pemerintah
mengupayakan perlindungan usahatani dengan mengeluarkan suatu kebijakan
yakni Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP). Landasan hukum dalam
pelaksanaan asuransi pertanian merupakan amanat Undang-Undang No. 19 Tahun
2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, Peraturan Menteri Pertanian
No. 40/PERMENTAN.SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.
Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 pasal 37 ayat 1 berbunyi Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi
usahatani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian. Undang-
Undang tersebut merupakan landasan hukum utama untuk merealisasikan asuransi
pertanian di Indonesia. Program tersebut dikeluarkan guna membantu petani dalam
mengatasi risiko ketidakpastian tinggi akibat gagal panen melalui ganti rugi yang
diberikan oleh penyedia jasa asuransi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan
usahataninya.
2.2.1 Prinsip Asuransi Usahatani Padi

Menurut Insyafiah dan Wardhani (2014) terdapat beberapa prinsip dasar

AUTP yang dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan asuransi diantaranya:
1. Ganti Rugi

Apabila petani mengalami musibah, maka pihak penanggung membayar

kerugian sebesar nilai yang harus ditanggung oleh pihak tertanggung.

Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat

risiko banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan harga

pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar/m;


https://www.suaramerdeka.com/tag/gagal-panen
https://www.suaramerdeka.com/tag/kekeringan

2. Kepentingan yang Dipertanggungkan
Apabila seseorang mengalami kerugian keuangan seandainya terkena musibah
yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan atas objek yang diasuransikan
yaitu usahatani padi;

3. Kejujuran Sempurna
Pihak tertanggung berkewajiban memberitahukan dengan dan jelas terkail
segala hal yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan mengenai risiko-
risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan dan segala persyaratan maupun
kondisi pertanggungan;

4. Subrogasi
Apabila pihak tertanggung mengalami kerugian akibat dari kesalahan atau
kelalaian pihak ketiga maka pihak penanggung setelah memberikan ganti rugi
kepada pihak tertanggung akan mengganti kedudukan pihak tertanggung dalam
mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga;

5. Sebab Akibat yang Berantain
Apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah, maka pihak
penanggungakan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisiensi yang
menggerakan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus hingga mengalami
kerugian;

6. Kontribusi
Apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah dimana pihak
penanggung telat membayar ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka
pihak penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat
suatu pertanggungan; dan

7. Hukum Bilangan Besar
Estimasi probabilitas dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk
pembayaran klaim. Besarnya luas lahan yang gagal panen akan dihitung
menggunakan bilangan besar agar mengetahui berapa jumlah pembayaran atau
ganti rugi pemerintah kepada petani yang mengalami gagal panen.
Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan

tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan

atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh



ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahataninya. Maksud
penyelanggaaraan AUTP ini adalah untuk melindungi kerugian nilai ekonomi
usahatani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk

pertanaman berikutnya.

2.2.2 Pelaksanaan Program Asuransi Usahatani Padi

Diselenggarakannya AUTP tujuannya adalah memberikan perlindungan
kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan, dan
serangan oraganisme pengganggu tumbuhan. Mengalihkan kerugian akibat resiko
banjir, kekeringan dan serangan OPT melalui pihak lain yakni pertanggungan
asuransi.

Sasaran penyelenggaraan AUTP adalah terlindunginya petani dengan
memperoleh ganti rugi jika mengalami gagal panen. resiko yang dijamin dalam
AUTP meliputi banjir, kekeringan, serangan hama dan OPT. Hama pada tanaman
padi antara lain, wereng coklat, penggerek batang, walang sangit, keong mas, tikus
dan ulat grayak. Sedangkan penyakit pada tanaman padi antara lain, tungro,
penyakit blas, busuk batang, kerdil rumput, dan kerdil hampa. Serangan hama dan
penyakit ini akan mengakibatkan kerusakan yang dapat mengakibatkan gagal panen
sehingga petani akan mengalami kerugian.

Waktu pendaftaran dapat dimulai paling lambat satu bulan sebelum musim
tanam dimulai. Petani didampingi PPL dan UPTD kecamatan mengisi formulir
pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan. Bantuan pemerintah saat
ini sebesar 80% dengan jumlah premi Rp. 36.000, per hektar per musim tanam.
Bukti transfernya akan diperoleh, untuk kemudian diserahkan kepada petugas
asuransi yang akan mengeluarkan bukti asli pembayaran premi swadaya dan
sertifikat asuransi kepada petani. UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi
berikut kelengkapannya, bukti pembayaran premi swadaya untuk disampaikan ke
dinas pertanian kabupaten atau kota yang menjadi dasar keputusan penetapan
peserta asuransi definitif.

Dinas pertanian kabupaten atau kota membuat daftar peserta asuransi definitif,
kemudian menyampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
dengan tembusan dinas pertanian propinsi. Dinas pertanian provinsi membuat

rekapitulasi dari masing-masing kabupaten atau kota dan menyampaikan ke



Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk proses bantuan premi
80%. Perusahaan asuransi pelaksana akan menagih bantuan premi pemerintah 80%
dengan melampirkan rekapitulasi daftar peserta asuransi.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan membayar bantuan
premi berdasarkan hasil singkronisasi rekapitulasi peserta asuransi antara usulan
dari dinas pertanain kabupaten atau kota dan propinsi dengan daftar rekapitulasi
lampiran tagihan dari perusahaan asuransi.

Jika terjadi resiko terhadap tanaman yang diasuransikan, serta kerusakan
tanaman atau gagal panen, maka klaim AUTP akan diproses jika memenuhi syarat
yang telah ditentukan. Dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan klaim, maka
pihak perusahaan asuransi akan membayarkan klaim asuransi melalui transfer bank
terhadap rekening kelompok tani.

Berdasarkan ketentuan dalam polis klaim akan diperoleh jika, intensitas
kerusakan mencapai 75% berdasarkan luas petak alami tanaman padi. Pembayaran
klaim untuk luas lahan satu hektar sebesar enam juta rupiah. Pembayaran ganti rugi
atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 hari kalender sejak Berita Acara Hasil
Pemeriksaan Kerusakan. Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindah
bukuan ke rekening.

2.2.3 Tujuan Asuransi Usahatani Padi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan
dan Pemberdayaan Petani. Tujuan asuransi pertanian yaitu untuk memberikan
perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi
kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat dari risiko bencana alam,
dampak perubahan iklim, wabah penyakit menular, serangan Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT) hama-penyakit, atau risiko lainya (Insyafiah dan
Wardhani, 2014).
Kementen (2016) ada beberapa tujuan dari adanya AUTP, diantaranya:

1. Menstabilkan pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian yang
dialami petani karena kehilangan hasil usahataninya;

2. Mendorong petani untuk mengapdosi teknologi usahatani yang dapat

meningkatkan efesiensi dan produksi penggunaan sumberdaya; dan



3. Mengurangi risiko yang dihadapi lembaga pengkreditan pertanpetanian dan
memperbaiki akses petani terhadap lembaga pengkreditan.

Bagi petani, manfaat dari program ini adalah:

1. Menyadarkan petani terhadap risiko gagal panen;

2. Mendorong petani meningkatkan keterampilan dan memperbaiki manajemen
usaha pertanian;

3. Mengurangi ketergantungan pada permodalan dari pihak lain dan membantu
petani menyediakan biaya produksi usahatani; dan

4. Meningkatkan pendapatan petani dari keberhasilan usahatani yang
berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, program ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemerintah daerah agar
mengantisipasi risiko usaha pertanian yang mungkin terjadi di daerahnya; dan

2. Meningkatkan keberhasilan usaha pertanian serta ketahanan pangan secara
regional.

Asuransi Usaha Tani Padi diharapkan oleh pemerintah agar dapat memberikan
perlindungan terhadap risiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan
modal kerja untuk bertani dari klaim asuransi. Dengan begitu petani bisa
membiayai pertanaman musim berikutnya. Program AUTP bertujuan untuk
meningkatkan produktivitas dan pendapatan bagi petani Indonesia. Biaya premi
yang perlu dibayarkan sudah mendapat subsidi secara langsung dari pemerintah

pusat dengan mengalokasikan sejumlah dana APBN. Kementen (2016)

2.2.4 Faktor- faktor risiko yang dijamin dalam Asuransi Usahatani Padi
Kementen (2018), AUTP memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman
padi yang diasuransikan sebagai akibat kegagalan panen oleh kebanjiran,
kekeringan, dan serangan OPT hama-penyakit dengan batasan-batasan dibawabh ini:
1. Banjir atau kebanjiran, ialah tergenangnya lahan pertanian selama periode
pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga
mengakibatkan kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi hasil
tanaman;
2. Kekeringan, yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan air pada lahan pertanian

selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan



tanaman tidak maksimal, sehingga mengakibatkan kerusakan pada tanaman dan

menurunkn tingkat produksi hasil tanaman; dan
3. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), yaitu semua organisme yang dapat

merusak semua, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada
tanaman pangan khususnya padi, termasuk didalamnya:
- Hamatanaman: walang sangit, penggerek batang, wereng, keong mas atau
ulat dan tikus.
- Penyakit tanaman: kresek, bercak coklat, tungro, busuk batang, kerdil
hampa, rumput atau kerdil kuning dan blast.

Syarat ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada kelompok tani peserta
AUTP adalah intensitas kerusakan mencapai >75% dan umur tanaman sudah
mencapain 30 hari setelah tanam. Jumlah dana ganti rugi yang diberikan oleh
pemerintah apabila syarat-syarat atas kerusakan tanaman terpenuhi adalah sebesar
Rp.6.000.000,- per hektar per musim tanam. Kelompok tani yang menjadi peserta
AUTP juga mempunyai kewajiban untuk membayar biaya premi. Premi asuransi
adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh petani yang menjadi anggota
AUTP yang digunakan sebagai dana untuk memperoleh perlindungan usahatani
apabila terjadi gagal panen. Jumlah premi yang harus dibayar oleh petani adalah
sebesar Rp.180.000,-/ha/MT akan tetapi biaya tersebut 80 persen (%) disubsidi oleh
pemerintah sebagai bantuan premi dan sisanya sebesar Rp.36.000,-/ha/MT wajib
dibayar oleh petani (Direktur Pembiayaan Pertanian, 2016).

2.2.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Adopsi Inovasi AUTP Secara Teori
Soekartawi (2005) menyatakan bahwa beberapa hal yang penting dalam

mempengaruhi adopsi inovasi antara lain:

1. Intensitas Komunikasi
intensitas komunikasi merupakan tingkatan keseringan atau keteraturan
seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dengan ini mengartikan
bahwa tingkat keseringan petani berkomunikasi dengen petugas PPL ataupun
UPTP setempat;

2. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlenggek-

lenggek seperti lenggek rumah, tumpuan pada tangga (jenjang);



3.

Tingkat pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah.
Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan
dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula;

Usia

satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik
yang hidup maupun yang mati; dan

Pengalaman berusahatani

merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas petani, dimana yang diinginkan
petani berdasarkan pengalaman yang baik, mengenai cara bercocok tanam yang
baik dan menguntungkan. Menurut Mardikanto (1993) pengalaman seorang
petani berpengaruh dalam mengelola usahatani.

Mardikanto (1993) menyatakan bahwa kecepatan adopsi dipengaruhi oleh

banyak faktor, antara lain:

1.

Sifat Inovasinya Sendiri

Inovatif merupakan kata sifat dari inovasi yang berarti pengenalan hal-hal
baru. perilaku inovatif memiliki beberapa ciri dan karakteristik yang unik,
seseorang dengan sikap inovatif akan memiliki tujuan yang jelas sebelum
membuat suatu inovasi;

Sifat Sasaran

Rencana prestasi yang akan dicapai dalam jangka pendek, biasanya satu
tahun;

Cara Pengambilan Keputusan

Cara pengambilan keputusan merupakan suatu proses manajemen yang dimulai
dengan perencanaan atau persiapan dan berakhir dengan pengendalian;
Saluran Komunikasi yang Digunakan

Saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk memberikan pesan
dari komunikator kepada komunikan sebagai penerima informasi; dan
Keadaan Penyuluh

secara individu penyuluh dalam memberikan penyuluhan berhubungan

langsung/tak langsung dengan satu atau dua orang sasaran. Penyuluhan secara



individu misalnya dengan kunjungan penyuluh ke rumah atau tempat
usahatani, surat, telepon, dan sebagainya

2.2.6 Manfaat Asuransi Usahatani Padi

Kementen (2018) terdapat beberapa manfaat yang dapat diberikan kepada

petani melalui AUTP yaitu:

1.

Ganti rugi yang akan digunakan sebagai modal kerja untuk kegiatan usahatani
selanjutnya. Ganti rugi yang diperoleh permusim tanam per hektar senilai Rp.
6.000.000;

Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan
pertanian; dan

Mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai dengan anjuran
usahatani yang baik.

Menurut Insyafiah dan Wardhani (2014) manfat yang diperoleh petani setelah

program AUTP antara lain:

1.

Melindungi petani dari sisi finansial atau pendanaan terhadap kerugian akibat
kegagalan panen;

Meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor pertanian;

Menstabilkan pendapatan petani karena adanya tanggungan kerugian dari pihak
asuransi ketika terjadi kerugian akibat gagal panen;

Meningkatkan posisi petani dimata lembaga pembiayaan untuk mendapatkan
kredit petani; dan

Asuransi adalah salah satu cara untuk mengedukasi petani untuk bercocok
tanam yang baik sebagai salah satu prasyarat dalam mengikuti asuransi
pertanian.

Sedangkan manfaat yang akan diperoleh pemerintah dengan adanya asuransi

pertanian ini adalah:

1.

Melindungi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia)
sebagai akibat dari kerugian bencana alam disektor pertania karena sudah
dicover oleh perusahaan asuransi;

Mengurangi alokasi dana untuk bencana alam;

Mengurangi kemiskinan disektor pertanian dalam jangka Panjang;



4. Dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi di sektor
pertanian secara nasional sehingga mengurangi impor; dan

5. Adanya kepastian alokasi dana untuk APBN sebesar bantuan biaya premi
asuransi pertanian.

Asuransi dapat digunakan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan
pemerintah dan menjadi asuransi wajib (compulsory insurance) yang dikelola oleh
negara dalam rangka mensejahterakan masyarakat, Contohnya, perlindungan
asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui PT Asuransi Jasa Rahardja
(Persero), perlindungan asuransi untuk anggota ABRI (Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia)), asuransi tenaga kerja Indonesia (TKI), perlindungan asuransi
kesehatan untuk masyarakat luas (BPJS Kesehatan), jaminan hari tua untuk
pensiunan pegawai negeri yang dikelola olehn PT TASPEN (Persero). Asuransi

pertanian untuk melindungi para petani, dan asuransi untuk nelayan.



2.3 Penelitian Terdahulu
Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No Penulis/ Tahun/ Judul Metode Hasil penelitian

penelitian

1. Olga Satrio Tahun Analisis - Asuransi Usaha Ternak Sapi
2018 judul deskripsi berjalan sangat efektif dengan
“Efektivitas Asuransi indeks skor jawaban untuk indikator
Usaha Ternak Sapi di pencapaian tujuan sebesar 84%,
Desa Tamaran indikator itegrasi sebesar 89% dan
Kecamatan Hinali indikator adaptasi sebesar 90%.
Kabupaten Langkat”

2. Mulyana Erik Tahun Analisis - Hubungan yang memiliki tingkat
2019 judul Deskriptif  partisipasi dalam program AUTP
“Hubungan  Antara Kualitatif dengan kategori tingkat partisipasi
Fktor Internal dan dan kuat untuk faktor eksternal yaitu
Eksternal Petani Kuantitatif  intensitas komunikasi dan
Dengan Tingkat ketersediaan informasi, sedangkan
Partisipasi Dalam yang memiliki tingkat partisipasi
Program Asuransi dengan kategori tingkat partisipasi
Usahatani Padi (Kasus lemah yaitu usia, tingkat Pendidikan
Kelompok Tani dan intensitas sosialisasi.

Sauyunan 1 Desa
Sukamaju Kecamatan
Cikembar)”

3. Azrian dan Paloma Analisis - Pelaksanaan Asuransi Usahatani
Tahun 2018 judul Deskriptif ~ Padi di Kota Padang baru efektif
“Pelaksanaan Kualitatif berjalan 2 tahun dan realisasi lahan
Asuransi  Usahatani sawah yang diasuransikan masih
Padi Dalam dibawah target.

Meningkatkan - Pelaksanaan masih dalam bentuk
Ketahanan Pangan di pendekatan  dan  keikutsertaan
Kota Padang” cenderung dipaksakan
- Pengetahuan tentang AUTP cukup
baik, namun kesadaran ikut masih
rendah.
- Faktor yang mempengaruhi yaitu
posisi petani dalam organisasi,
sedangkan faktor kerusakan yang
dialami petani tidak mempengaruhi
kesadaran petani ikut AUTP.

4. Thalia Malirisa  Analisis - Tingkat partisipasi petani dalam
Marphy, Dina Novia regresi program
Primingtyas  (2019) linear AUTP di Desa Watugede menurut
judul “Analisis berganda, perhitungan skala likert (Likert
Faktor-faktor ~ yang analisis Summated




Mempengaruhi deskriptif,
Tingkat  Partisipasi analisis
Petani Dalam skala likert
Program Asuransi

Usahatani Padi

(AUTP) di  Desa

Watugede Kecamatan

Singosari  Kabupaten

Malang.

Rating) termasuk dalam Kkategori
tinggi

dengan memiliki total skor sebesar
582.

- Usia, pendidikan,
usahatani,

luas lahan dan pendapatan secara

pengalaman

bersamaan  memiliki  pengaruh
terhadap

tingkat partisipasi petani pada
program

AUTP. Usia, pendidikan dan
pengalaman

usahatani memiliki dampak positif
dan

signifikan dalam tingkat partisipasi
petani

dalam program AUTP sedangkan
luas

lahan dan pendapatan memiliki
pengaruh

negatif dan tidak signifikan dalam
tingkat

partisipasi petani dalam program
AUTP.




2.4 Kerangka Pemikiran

Atas dasar tinjauan teori diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran

teoritis dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:

1. Ketercapain target peserta AUTP tidak terpenuhi
2. Petani masih kurang percaya terhadap program Asuransi <
Usahatani Padi (AUTP)

v

Sosialisasi program Asuransi
Usahatani Padi (AUTP)

v

A

v

Bentuk partisipasi

Tingkat partisipasi
petani terhadap

Faktor-faktor yang
mempengaruhi  tingkat

N

Peningkatan kesadaran petani untuk ikut asuransi
3. Faktor-faktor yang berpengaruh pada tingkat
partisipasi AUTP

program AUTP program AUTP partisipasi petani pada
program AUTP
v v v
S 1. Tingkat kehadiran 1. Usia
1. Partisipasi dalam pertemuan 2. Tingkat Pendidikan
Vertikal 2. Keaktifan dalam 3. Pengalaman berusahatani
2. Partisipasi berdiskusi dan 4. Luas lahan
horizontal menyampaikan 5. Pendapatan
pendapat
3. kesediaan untuk
membayar
A\ 4
1. Meminimisasi resiko kerugian usahatani padi

v

sehingga petani
usahatani padi

Dengan diadakanya sosialisasi program AUTP di Desa
Pasir Jaya menghasilkan pancapaian target yang sesuai
dapat memaksimalkan pendapatan

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



